BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1069, 2013 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Organisasi Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang lebih proporsional, efektif,
dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan
tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi perlu menata kembali
organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa organisasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Mengingat

Menetapkan :

Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan organisasi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 125);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 126);

4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 129);

5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI.
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BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang selanjutnya disingkat Kementerian PANRB berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian PANRB dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian PANRB, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Pasal 4

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mempunyai tugas membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian
PANRB.

Pasal 5

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
yaitu:

a. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam perumusan kebijakan Kementerian PANRB; dan

b. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis
lintas unit organisasi eselon | di lingkungan Kementerian PANRB.

Pasal 6
Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam proses pengambilan keputusan Kementerian PANRB;
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membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;

memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB;

melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian PANRB;

membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di
lingkungan Kementerian PANRB;

melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian PANRB;

mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai
dengan penugasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas khusus yang diberikan
langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Kementerian PANRB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi:

a.

d.

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian PANRB; dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
PANRB.
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BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9
Kementerian PANRB terdiri atas:
a. Sekretariat Kementerian;

b. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan;

c. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana,;
d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

e. Deputi Bidang Pelayanan Publik;

f.  Staf Ahli Bidang Hukum;

g. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;

h. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan;
i.  Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

j.  Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur; dan

k. Inspektorat Kementerian.

BAB Il1
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

(1) Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin
Kementerian PANRB yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

(2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 11

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:
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